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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Kenjeran Surabaya
(Perspektif al-Huquq al-Insaniyah)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
pentingnya menjamin hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi,
termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota
Surabaya tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan
Kenjeran tercatat sebanyak 458 jiwa, dengan ragam disabilitas meliputi
fisik, netra, rungu-wicara, intelektual, dan ganda. Jumlah ini menempati
salah satu yang cukup tinggi di wilayah pesisir Surabaya, sehingga urgensi
pemenuhan hak politiknya menjadi signifikan untuk dikaji.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-
sosiologis. Data diperolen melalui wawancara dengan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Surabaya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kenjeran, serta para penyandang disabilitas sebagai responden. Selain itu,
peneliti juga menelaah dokumen hukum, peraturan, dan konsep al-huquq al-
insaniyah sebagai landasan teoritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hak politik
penyandang disabilitas telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan
perundang-undangan, serta telah diupayakan melalui penyediaan TPS
aksesibel, pendampingan khusus, dan jalur kursi roda. Namun, pada
praktiknya di Kecamatan Kenjeran masih terdapat kendala, seperti
keterbatasan TPS ramah difabel, minimnya sosialisasi politik yang inklusif,
serta kurangnya pelatihan KPPS dalam melayani pemilih difabel. Kondisi
ini menunjukkan bahwa urgensi di Kenjeran adalah memastikan inklusivitas
pemilu benar-benar berjalan, mengingat tingginya jumlah difabel yang
rentan kehilangan hak pilih apabila aksesibilitas tidak terpenuhi.

Dari perspektif al-huquq al-insaniyah, pemenuhan hak politik difabel
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berlandaskan pada nilai al-
musawah (kesetaraan) dan al-‘ad/ (keadilan). Prinsip ini menegaskan
kewajiban negara untuk tidak hanya mengakui hak politik penyandang
disabilitas, tetapi juga memberikan fasilitas yang memungkinkan mereka
menggunakan hak pilihnya secara penuh, setara, dan bermartabat.

Kata Kunci: Difabel, hak politik, pemilu, al-huquq al-insaniyah.



ABSTRACT

This thesis is entitled "Fulfillment of the Political Rights of Persons
with Disabilities in the 2024 General Election in Kenjeran District,
Surabaya (Perspective of al-Huquq al-Insaniyah)." This research is
motivated by the importance of guaranteeing the political rights of all
citizens without discrimination, including persons with disabilities.
Based on data from the Surabaya City Social Service in 2024, the
number of persons with disabilities in Kenjeran District was recorded
at 458, with various disabilities including physical, blind, deaf-mute,
intellectual, and multiple. This number is quite high in the coastal area
of Surabaya, making the urgency of providing political rights
significant to study.

This research uses a qualitative method with a juridical-sociological
approach. Data were obtained through interviews with the Surabaya
City General Elections Commission (KPU), the Kenjeran District
Election Committee (PPK), and persons with disabilities as
respondents. Furthermore, the researcher also reviewed legal
documents, regulations, and the concept of al-huquq al-insaniyah as a
theoretical basis.

The research results show that, normatively, the political rights of
persons with disabilities are guaranteed by the constitution and laws
and regulations, and efforts have been made to ensure their protection
through the provision of accessible polling stations (TPS), special
assistance, and wheelchair ramps. However, in practice, obstacles
remain in Kenjeran District, such as the limited number of disability-
friendly polling stations (TPS), minimal inclusive political outreach,
and insufficient training of polling station (KPPS) staff in serving
voters with disabilities. This situation demonstrates the urgency in
Kenjeran to ensure election inclusivity is truly implemented, given the
high number of persons with disabilities who are vulnerable to losing
their right to vote if accessibility is not met.

From the perspective of al-huquq al-insaniyah (justice), preserving
the political rights of persons with disabilities is part of human rights,
grounded in the values of al-musawah (equality) and al-'adl (justice).
This principle affirms the state's obligation not only to recognize the
political rights of persons with disabilities but also to provide facilities
that enable them to exercise their right to vote fully, equally, and
competently.

Keywords: Persons with disabilities, political rights, general
election, al- huquq al-insaniyah
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MOTTO

“"Pemikiran besar dimulai dari refleksi yang sunyi.”

“Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau tetapi dia
memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan
gembira memaksimalkan apa yang dia terima”

-Seneca
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam
skripsi ini meng-gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara
garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab, Nama Huruf latin Nama

| Alif [tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba‘ B be

< Ta T te
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d Jim J je
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lafal aslinya).
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ditulis dengan h

Karamah al-Auliya’

MEBAV A<y ditulis
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e
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Masyarakat disabilitas bisa dikatakan sebagai kelompok individu dengan
beragam jenis disabilitas yang memiliki kepentingan bersama dan sering Kali
berbagi pengalaman, tantangan, serta aspirasi yang serupa. Masyarakat disabilitas
merupakan bagian penting dari masyarakat secara umum dan mereka memiliki
hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti
pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial ,budaya, dan kebijakan publik.

Masyarakat disabilitas sering bekerja sama untuk memperjuangkan hak-
hak mereka. Mempromosikan kesadaran tentang isu-isu disabilitas. Mereka dapat
membentuk organisasi atau kelompok advokasi, mengembangkan sumber daya
dan melakukan advokasi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan
mendukung individu dengan disabilitas.

Oleh karena itu, dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, penting
untuk mendengarkan dan melibatkan masyarakat disabilitas dalam proses
pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka serta memastikan bahwa
kebijakan dan program yang ada mencerminkan kebutuhan mereka. Hak-hak
individu dengan disabilitas seharusnya setara dengan hak-hak masyarakat umum,
ini berarti bahwa individu dengan disabilitas memiliki hak yang sama. Hak untuk
hidup, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas aksebilitas, hak untuk

berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan hak untuk memainkan peran aktif



dalam keputusan yang memengaruhi mereka.

Penting untuk diingat bahwa disabilitas tidak hanya mencakup kondisi
fisik atau medis saja, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan fisik dan sosial.
Orang dengan disabilitas mungkin menghadapi hambatan aksebilitas, stigmatisasi,
diskriminasi dan kurangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk
menciptakan masyarakat yang inklusif yang memungkinkan individu dengan
disabilitas untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam berbagai aspek kehidupan.

Banyak negara telah mengadopsi undang- undang dan kebijakan untuk
melindungi dan memfasilitasi hak dan kepentingan individu dengan disabilitas,
termasuk hak mereka untuk pendidikan yang inklusif akses pekerjaan, dan
layanan kesehatan yang sesuai. Tujuan utama adalah menciptakan lingkungan yang
mendukung kemandirian, partisipasi dan kualitas hidup yang lebih baik lagi bagi
individu dengan disabilitas. Di Indonesia juga mempunyai undang-undang yang
melindungi hak- hak disabilitas yaitu UU No. 8 Tahun 2016 yang di dalam nya
berisi tentang hak- hak penyandang disabilitas.?

Undang-undang ini khususnya di Pasal 8 dan 9 Undang-undang No. 8
Tahun 2016 memberikan dasar hukum untuk melindungi dan mempromosikan
hak-hak individu dengan disabilitas di Indonesia. Selain itu secara internasional,
konvensi hak penyandang disabilitas perserikatan bangsa-bangsa (CRPD) adalah
perjanjian yang secara khusus mengatur hak-hak disabilitas dan memberikan

pedoman tentang perlindungan dan promosi hak-hak disabilitas diseluruh dunia.

! Arie Purnomosidi, Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di
Indonesia,dalam jurnal IImu Hukum,Vol.1,No.2,Hal.164-165.
2 Dokumen Undang-Undang No.8 Tahun 2016, diakses pada 6 Mei 2024 pukul 21.06



Hak Politik juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 13
menjelaskan bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai hak politik dalam
pemilihan umum meliputi memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan
aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, membnetuk dan bergabung dalam
organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang diaabilitas pada
tingkat lokal,nasional,dan internasional. Serta memperoleh aksebilitas pada sarana
dan prasarana penyelenggaraan pemilu.

Lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 merupakan angin segar bagi

penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum
penyandang disabilitas yang awalnya masuk dalam objek kebijakan yang
hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan namun
berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakanlah upaya penghormatan,
pelindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas.
"Al Huqug al Insaniyah™ adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "Hak
Asasi Manusia" dalam bahasa Indonesia. Konsep hak asasi manusia (HAM)
menekankan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang tidak bisa dicabut dan
yang harus dihormati oleh pemerintah dan masyarakat, tanpa memandang ras,
agama, gender, atau status sosial.

Pemahaman tentang HAM telah berkembang seiring waktu dan telah
menjadi dasar bagi banyak konvensi internasional, deklarasi, dan perjanjian yang
menetapkan standar universal tentang hak-hak individu. Beberapa hak asasi
manusia yang umum mencakup hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat dan

beragama, perlindungan dari penyiksaan, diskriminasi, serta hak atas pendidikan,



pekerjaan, dan peradilan yang adil.

Al Huqug al Insaniyah menjadi dasar bagi banyak gerakan sosial, politik,
dan advokasi yang bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak
individu yang diabaikan atau dilanggar. Upaya untuk mempromosikan HAM
sering kali melibatkan advokasi, pendidikan, dan perubahan kebijakan untuk
memastikan bahwa hak-hak individu diakui, dihormati, dan dilindungi secara
universal.

Peraturan Pemerintan No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun
2020 Tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik penyandang

Disabilitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak politik saat pemilihan umum pada
penyandang disabilitas di Kecamatan Kenjeran Surabaya dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas?

2. Bagaimana hubungan hak politik kaum difabel yang ditinjau dari

persepektif al-hugquq al-insaniyah?

® Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang
Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta, dalam
Jurnal HAM 10, No. 3, 2019, Hal. 166.



A

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk menjawab beberapa hal tersebut:

a. Untuk Pemenuhan Hak Kaum Disabilitas di Kecamatan Surabaya

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

b. Untuk menjabarkan Fasilitas yang didapatkan oleh Kaum Disabilitas di

Kecamatan Surabaya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 .

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman dan nalar
kritis pemerintah dan KPU mengenai permasalahan pada hak-hak
masyarakat difabel yang harus dipenuhi pada saat pemilihan umum
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang
meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang
Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan
masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas.

. Secara Praktis

Penelitian dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan-
hambatan yang masih ada dalam aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan

aksesibilitas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan,



transportasi, dan layanan kesehatan. Serta membantu dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi
oleh penyandang disabilitas, serta hak-hak yang mereka miliki
menurut undang-undang. Ini dapat membantu mengurangi stigma dan
diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian,
penelitian praktis tentang UU Nomor 8 Tahun 2016 dapat memberikan
kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan

perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dibawah ini adalah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

pemenuhan hak penyandang disabilitas disaat Pemilihan Umum:

1. Skripsi tahun 2020,yang ditulis oleh Indah Rahayu. Mahasiswa
Universitas Hasanudin Departemen IImu Politik Fakultas 1lmu Sosial Dan
[Imu Politik Universitas Hasanudin Yang berjudul “Hak Politik
Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi tentang Hak
Suara Penyandang Tuna Grahita pada pemilihan umum 2019 di
Kabupaten Enrekang).” Penelitian yang dilakukan oleh Indah Rahayu ini
menggunakan penelitian kualitatif deksriptif yaitu memberikan gambar
serta penjelasan mengenai pemanfaatan hak suara yang diberikan oleh
pemerintah pada pemilihan oumum. Teknik pengumpulan data yang
digunakan ialah cara wawancara,observasi , dokumentasi dan beberapa
literatur yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh telah diperoleh direduksi dan dipilih daya yang



sesuai dengan masalah penelitian.*

Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa hak
politik penyandang disabilitas bisa terealisasikan. Pemanfaatan hak suara
yang telah dijalankan pemerintah dengan mendaftarkan penyandang
disabilitas sebagai pemilih dan memudahkan para penyandang disabilitas
untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum , selain itu KPU juga
memudahkan penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk berdiri
sendiri memberikan hak pilihnya di dampingi oleh keluarga terdekat.
Peneliti juga mengutip bahwa dalam pasal 5 Undang-undang No.4 Tahun
1997, pemilihan umum pemilihan Umum tegas sekali disebutkan bahwa
penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan
yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon
anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon
anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Dalam undang-
gundang yang dijelaskan diatas tentunya dapat dipastikan bahwa
kesempatan yang sama bisa didapatkan bagi penyandang disabilitas.

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jember pada
tahun 2018 yang berjudul “Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam
Pemilihan Umum di Indonesia.” Penelitian ini  menggunakan
pendekatan penelitian secara konseptual, pendekatan undang-undang

dilakukian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

* Indah Rahayu,” Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi
Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di

Kabupaten Enrekang).”, Skripsi Universitas Hasanudin, (2021): 3.



bersangkutan dengan isu hukum yang ditegakkan, menggunakan analisis
yuridis persyaratan pemilih penyandang disabilitas dalam undang-undang
No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, pendekatan perundang-
undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.Hasil
dari penelitian tersebut adalah persyaratan pemilih penyandang
disabilitas sangat bertentangan dengan konsep negara hukum. Bahwa
beberapa cara yang dapat di tempuh untuk memenuhi hak penyandang
disabilitas aghar penyandang disabilitas dapat menggunakkan hak
pilihnya dengan sebaik mungkin. Diantaranya pengaturan bahwa
penyandang disabilitas didaftarkan pada daftar pemilih khusus peran
penting KPU dan keluarga serta pengaturan dalam KPU dapat menjadi
jalan keluar agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak
pilihnya. Beberapa cara ini merupakan sebagian solusi agar penyandang
disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dan hak asasi manusi yang
dimiliki penyandang dapat diberikan oleh negara.’

3. Skripsi Tahun 2022, yang ditulis oleh Yuni Ngindana Zulfa mahasiswa
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Program studi kesejahteraan
sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan llmu Komunikasi. Yang berjudul
“Aksebilitas Penyandang Disabilitas pada pemilihan umum (PEMILU)
2019 oleh komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Cilacap”. Metode
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode

penelitian yang diterapkan mengkaji kondisi objek secara alami dan

° Moh.Syaiful Rahman, “Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di
Indonesia”, Skripsi Universitas Jember (2018): 22.



menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian deskriptif
yang bermaksud mendeksripsikan fenomena-fenomena alam dan
rekayasa manusia. Penelitian ini menggunakan wawancara,foto,dokumen
resmi maupun pribadi sebagai sarana memperoleh data.

Hasil dari penelitian ini adalah penyediaan aksebilitas dan
fasilitas yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu harus dipahami oleh
masyarakat umum. Agar masyarakat non- disabilitas tidak mengambil
hak-hak aksebilitas para pemilih disabilitas demi tercapainya tujuan dan
fungsinya secara maksimal ,karena masyarakat juga memilih peran
penting untuk menciptakan aspek kehidupan yang inklusif dan ramah

terhadap semua kelompok.®

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Partisipan Politik
Penyandang disabilitas juga diartikan sebagai setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/aau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam interaksinya dengan lingkungan terdapat
hambatan dan juga kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan
efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.’
Pada tahun 2011 Indonesia melakukan retafikasi Convention on

the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yaitu mengenai Hak-hak

® Yuni Ngindana Zulfa, “Aksebilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap” , Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah (2022): 19.

" Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
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difabel atau penyandang disabilitas, yang mana ditandai dengan
diterbitkannya Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2011 mengenai pengesahan CRPD. Dalam CRPD tersebut juga
dibahas mengenai penghormatan, pemenihan serta perlindungan bagi
Hak Kaum Difabel ®

Konvensi ini bermaksud untuk memajukan, melindungi dan
menjamin pemenuhan secara menyeluruh dan seimbang semua hak-hak
asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang
disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan bagi martabat yang
melekat pada diri mereka.’

Pemahaman tentang teori partisipasi politik oleh kaum difabel
membantu dalam merancang kebijakan dan praktik yang mendukung dan
mempromosikan partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan bagi
semua warga negara, tanpa memandang status disabilitas. Ini penting
untuk memastikan bahwa kaum difabel memiliki suara yang didengar
dan diwakili dalam proses pembuatan keputusan politik yang
memengaruhi kehidupan mereka.

On The Rights Of Persons with Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) sebagai berikut:

a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu:

8 putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” Masalah-
Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): 216.

° Alfredo Bagaskara Emola, Subaidah Ratna Juita, dan . Sukimin, “Perlindungan Hukum
Atas Hak Berpolitik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persone With Disabilities,” Semarang
Law Review (SLR) 1, no. 2 (2022): 9.
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termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan
perseorangan;

b. Nondiskriminasi;

c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaaan dalam masyarakat;

d. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas
sebagai dari bagian keberagaman manusia dan kemanusiaan;

e. Kesetaraan kesempatan;

f. Aksesibilitas;

g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

h. Penghormatan atas kepasitas yang terus berkembang dari penyandang
disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas
anak untuk mempertahankan identitas mereka;

i. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan
diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap
orang, organisasi atau lembaga swasta;

J. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang,
jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal,
sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang
memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna
memenuhi kebutuha khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan
ketersediaan dan kegunaanya, dan untuk memajukan desain universal
dalam mengembangkan standar-standar dan pedoman- pedoman;

k. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan
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untuk memajukan Kketersediaan, dan penggunaan teknologi baru,
termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas,
peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang
disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan
biaya yang terjangkau;

I. Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang
disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi
bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta

bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya

2. Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016
Indonesia menjujung tinggi hak asasi manusia dan juga keterbatasan
dasar manusia sebagai hak yang kodrat melekat pada manusia, harus
dilindungi, dihormati, dihargai, dan ditegakkan demi meningkatkan
kecerdasan, keadilan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan. Disebutkan
dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
pasal 1 ayat (1) bahwa: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan
efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.*
Diaturnya hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

membuktikan bahwa hak-hak tersebut benarbenar penting bagi

1% Syafi’ie M., 2014, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, Jurnal
INKLUSI, Vol. I No. 2 Juli- Desember 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
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kelangsungan hidup manusia, khususnya dalam hal ini adalah Warga
Negara Indonesia. Sedangkan yang termasuk dalam penyebutan Warga
Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara ini tentunya
di dalamnya termasuk juga orang-orang Penyandang Disalitas yang juga
merupakan bagian orang- orang bangsa lain yang disahkan sebagaimana
yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, hak bagi kaum penyandang disabilitas
dikategorikan ke dalam hak-hak relative. Pentingnya penekanan
perlindungan hak bagi kaum penyandang disabilitas dikarenakan
sebagaimana pengertian penyandang disabilitas bahwasanya kaum
penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki
kemampuan berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang
bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak yang
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi
manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para
kaum Penyandang Disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi,
terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya. Bahkan dunia Internasional
juga begitu sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia

khususnya bagi kaum Penyandang Disabilitas.
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3. Teori Al-Huqug Al-Insaniyah

Konsep ini merupakan bagian dari kerangka teoritis yang mencakup

berbagai teori dan pendekatan dalam studi hak asasi manusia. Beberapa

teori dan pendekatan yang terkait dengan konsep Al Huquq al Insaniyah
adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti Hak Asasi, dalam konteks
hak asasi manusia meliputi:

a. Universalisme: Pendekatan universalisme menekankan bahwa hak
asasi manusia adalah hak yang universal, inheren, dan tidak dapat
dicabut yang dimiliki oleh setiap individu, tanpa memandang ras,
agama, gender, atau status sosial.

b. Kulturalisme: Pendekatan kulturalisme mengakui bahwa hak asasi
manusia tidak hanya bersifat universal tetapi juga dapat
diterjemahkan dan diterapkan dalam konteks budaya dan nilai-nilai
lokal. Namun, pendekatan ini menekankan bahwa tidak ada budaya
atau nilai yang dapat digunakan untuk melegitimasi pelanggaran
terhadap hak asasi manusia.

c. Kiritisisme: Pendekatan kritisisme menyoroti konstruksi sosial dan
politik dari hak asasi manusia serta Kkritik terhadap ketimpangan
kekuasaan yang mendasarinya. Pendekatan ini menekankan
pentingnya melihat konteks politik dan struktural dalam analisis hak
asasi manusia.

d. Feminisme: Pendekatan feminisme dalam studi hak asasi manusia

menyoroti ketimpangan gender yang melingkupi banyak aspek
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kehidupan, termasuk hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Ini
menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam
analisis hak asasi manusia.

e. Postkolonialisme: Pendekatan postkolonialisme menyoroti dampak
sejarah kolonialisme dan imperialisme dalam pembentukan konsep
dan praktik hak asasi manusia. Ini menekankan pentingnya
memperhatikan konteks sejarah dan politik global dalam analisis hak
asasi manusia.

Hal yang penting yang dalam kaitannya dengan Al-Huquq Al-
Insaniyah adalah mengenai hak asasi manusia yang membentuk kerangka
kerja yang penting dalam memperjuangkan hak politik kaum difabel,
yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang universal.
Upaya memastikan bahwa kaum difabel dapat sepenuhnya menikmati
hak politik mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya

melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia secara umum.*!

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan hukum
empiris dengan meneliti melibatkan pengumpulan dan analisis data
empiris yang diperoleh dari pengamatan langsung atau pengalaman

nyata. Metode yang digunakan dapat beragam, seperti eksperimen,

1 Aisyah,Hak asasi Manusia Dalam A-Qur’an,Vol.2,Universitas Islam Negeri Alaudin
Makassar, 2014, Hal.1.
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survei, studi kasus, atau observasi. Penelitian empiris bertujuan untuk

menguji hipotesis.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah secara objektif-yuridis. Dengan penelitian ini
maka penulis dapat memberikan fakta sesuai fakta empiris yang dapat
diukur secara objektif. Dan menentukan sebab-akibat atas permasalahan
pada pemenuhan hak pada kaum difabel di kecamatan kenjeran, sesuai
dengan undang-undang yang ditinjau Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016. Dan dengan persepektif Al-Huquqg Al-Insaniyah.

3. Pendekatan Penelitian
Dalam pendekaatan ini penulis menggunakan pendekatan konseptual,
pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan
perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai pertauran
perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas
yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pendekatan konseptual
digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas sesuai dengan
konsep persepektif Al-Huquqg Al-Insaniyah. Pendekatan sosiologis
Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap pola-pola sosial, norma-
norma, nilai-nilai, dan institusi-institusi yang membentuk kehidupan
sosial manusia yang dimana adanya permasalahan pada pemenuhan hak-

hak kaum difabel pada saat pemilu.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini karena penulis menggunakan penelitian hukum
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empiris agar selaras dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, maka
pada sumber penelitian penulis menggunakan dua sumber penelitian
yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder.
a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:
1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap  Penghormatan,
Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:
1) Wawancara
2) Survei lapangan
3) Jurnal hukum,skripsi dan tesis

4) Karya-karya ilmiah yang relevan

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris yang penulis
lakukan menggunakan teknik pengumpulan data memalui wawancara
dan survei lapangan. Dimana penulis mengkaji dan meneliti beberapa
sumber penelitian. Wawancara maupun survei data yang sesuai dengan
kajian penulis ambil baik dari data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

6. Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pendekatan

deskriptif. Metode deskriptif menggunakan analisis data-data dan sumber
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yang telah ditemukan dan kemudian diterapan pada situasi saat ini. Ini
dimulai dengan memberikan latar belakang masalah berdasarkan hal-hal

yang umum yang menggenerasasikan dengan kasus yang serupa

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab

sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teoritik,metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas lebih rinci tentang kerangka teori partisipasi
politik dan pemilihan umum dan teori Al-Huqug Al-Insaniyah yang
berkaitan dengan perlindungan hak-hak Masyarakat difabel pada saat
pemilihan umum, serta bagaimana relasinya jika dikaitkan pada segi

persepektif islam yaitu Al-Huqug Al-Insaniyah.

Bab Ketiga, akan membahas tentang keadaan Masyarakat difabel
yang ada di kecamatan kenjeran yang tidak dapat hak ataupun aksebillitas
yang sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 2016 oleh pemerintah
setempat dan bagaimana sejauh ini partisipasi politik pada Masyarakat
difabel di kecamatan Kenjeran ini sudah terpenuhi atau belum dan
membahas tentang perbandingan data Masyarakat difabel yang hak nya
kurang terpenuhi pada saat pemilu di beberapa daerah yang ada di Surabaya

ataupun di Indonesia.
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Bab Keempat, pada bab ini akan membahas peran badan pemilihan
umum setempat tentang adanya permasalaan ini yang tidak sesuai dengan
Undang-undang No.8 Tahun 2016 yang melindungi tentang hak-hak kaum

Difabel yang berfokus pada saat pemilihan umum 2024.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis dan argumentasi yang
menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi dan solusi yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam
kehidupan demokrasi yang menjamin partisipasi seluruh warga negara dalam
proses politik. Namun, partisipasi tersebut hanya dapat dianggap bermakna
apabila disertai dengan akses dan fasilitas yang merata bagi semua kalangan,
termasuk penyandang disabilitas (difabel). Sayangnya, pelaksanaan Pemilu 2024
di Kecamatan Kenjeran menunjukkan bahwa fasilitas dan layanan yang diberikan
kepada pemilih difabel belum sepenuhnya memadai dan inklusif.
Secara umum, TPS di wilayah ini masih banyak yang belum menyediakan
fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Jalur landai untuk pengguna kursi
roda jarang ditemukan, template braille untuk tunanetra tidak tersedia di semua
TPS, dan sangat minim—jika tidak dikatakan tidak ada sama sekali—dukungan
petugas juru bahasa isyarat untuk pemilih tuli. Selain itu, informasi mengenai
prosedur pemilu juga tidak disediakan dalam format alternatif seperti audio, video
dengan bahasa isyarat, atau dokumen dalam bahasa sederhana. Hal ini
menunjukkan bahwa hak politik difabel secara praktis masih terabaikan.
Kondisi ini bukan hanya melanggar prinsip inklusivitas dalam
demokrasi, tetapi juga melanggar nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi
dalam ajaran Islam, terutama melalui konsep al-huquq al-insaniyah (hak-hak

asasi manusia dalam Islam).7falam pandangan Islam, semua manusia
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diciptakan dalam kondisi yang mulia dan memiliki hak yang sama untuk
hidup, berpendapat, dan berkontribusi dalam masyarakat. Penyandang
disabilitas tidak boleh dipinggirkan atau dianggap sebagai warga negara
kelas dua hanya karena keterbatasan fisik atau mental yang mereka miliki.

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Isra: 70
bahwa setiap anak Adam dimuliakan oleh-Nya. Ini mencerminkan bahwa
Islam mengakui karamat al-insan (kemuliaan manusia) tanpa diskriminasi.
Oleh karena itu, dalam konteks pemilu, mengabaikan kebutuhan pemilih
difabel sama dengan mengabaikan prinsip keadilan (al- ‘adalah), kesetaraan
(al-musawah), dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi
bagian penting dari al-huqug al-insaniyah.

Lebih lanjut, dalam maqasid al-syari‘ah (tujuan-tujuan hukum
Islam), terdapat konsep hifz al-nafs (penjagaan jiwa) dan hifz al-‘irdh
(penjagaan kehormatan) yang menegaskan pentingnya menjaga keberadaan
dan martabat semua individu. Fasilitas dalam pemilu yang tidak ramah
difabel secara tidak langsung mencederai tujuan-tujuan tersebut karena
membuat difabel tidak dapat menjalankan hak pilihnya secara bebas,
mandiri, dan terhormat. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka harus
didampingi oleh orang lain tanpa ada jaminan bahwa suara yang diberikan
benar-benar merefleksikan kehendak pribadi mereka. Ini merusak prinsip
kerahasiaan dalam pemilihan dan melanggar aspek amanah (tanggung
jawab) dalam pelaksanaan hak.

Dengan demikian, kesenjangan antara nilai ideal yang diusung oleh
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Islam dan kenyataan di lapangan harus menjadi bahan refleksi serius bagi
penyelenggara pemilu, pembuat kebijakan, dan seluruh lapisan masyarakat.
Islam bukan hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan,
tetapi juga menekankan pentingnya hubungan horizontal antarmanusia
dalam bentuk keadilan sosial, empati, dan perlindungan terhadap kelompok
yang rentan. Maka, penyediaan fasilitas yang memadai bagi difabel bukan
hanya kewajiban administratif, tetapi juga amanah moral dan tanggung
jawab spiritual yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemilu yang benar-benar adil
dan beradab, berbagai langkah konkret harus dilakukan, mulai dari
perbaikan sistem pendataan pemilih difabel, peningkatan pelatihan bagi
petugas pemilu, penyediaan sarana fisik dan teknologi yang mendukung,
hingga perluasan sosialisasi inklusif berbasis prinsip-prinsip Islam. Jika ini
dapat diwujudkan, maka negara dan masyarakat telah memenuhi tuntutan
syariah untuk melindungi hak-hak asasi semua warga negara, tanpa kecuali.
Dengan memastikan adanya fasilitas dan layanan yang adil bagi pemilih
difabel, kita tidak hanya memperkuat demokrasi dari sisi hukum, tetapi juga
membumikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

B. Saran

1. Pemerintah Wajib Mengalokasikan Anggaran Khusus untuk Aksesibilitas

Difabel
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Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan anggaran yang terpisah
dan memadai untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas yang ramah
difabel di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini mencakup jalur
landai, kursi khusus, template braille, dan alat bantu komunikasi.Islam
mengajarkan prinsip al- ‘adalah (keadilan), dan negara wajib menjamin
keadilan akses untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi fisik.
. Mengintegrasikan Pelatihan Layanan Inklusif ke dalam Diklat Petugas
Pemilu
Pemerintah harus bekerja sama dengan KPU untuk memasukkan materi
layanan inklusif difabel dalam pelatihan semua petugas KPPS dan
pengawas lapangan. Ini termasuk pelatihan:
a. Bahasa isyarat dasar
b. Etika dalam mendampingi difabel
c. Penanganan darurat di lokasi TPS

Pelatihan ini sejalan dengan prinsip ta’'awun (tolong-menolong)
dalam Islam yang mendorong pelayanan kepada kelompok lemah secara
manusiawi.
. Pemerintah Harus Memastikan Informasi Pemilu Tersedia dalam Format
Inklusi
Informasi trntang pemilu harus disediakan dalam bentuk:
a. Audio (untuk tunanetra)
b. Video dengan bahasa isyarat (untuk tuli)

c. Bahasa sederhana dan visual (untuk difabel intelektual)
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Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa penyandang
disabilitas tidak tertinggal secara informasi, karena informasi adalah hak
dasar dalam partisipasi politik. Menjadikan Inklusi Difabel sebagai
indikator kualitas demokrasi lokal pemerintah daerah, khususnya di
tingkat kecamatan dan kelurahan, harus menjadikan akses difabel dalam
pemilu sebagai bagian dari indikator evaluasi pelayanan publik
demokratis. Semakin inklusif suatu daerah, semakin tinggi kualitas

pemerintahan lokalnya.
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